V.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Informan

Informan penelitian ini terdiri dari pihak Panitia Anggaran pada Pemerintah Kota
Bandar Lampung dan pihak Badan Anggaran pada DPRD Kota Bandar Lampung,
serta perwakilan masyarakat di Kota Bandar Lampung, dengan deskripsi sebagai

berikut:

1. Nama : Wilson, S.EE., M.M
JenisKelamin @ Laki-Laki
Pendidikan : Magister Mangemen
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pemeriksa K euangan
Asset Daerah (BPKAD)

Instans : Pemerintah Kota Bandar Lampung

2. Nama :RiskaJdulaidi, SE., M.M

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : Magister Mangemen
Jabatan : Kasubid Anggaran Badan Pemeriksa K euangan Asset
Daerah (BPKAD)

Instansi : Pemerintah Kota Bandar Lampung



3. Nama

Jenis Kelamin
Pendidikan
Jabatan

Instans

Nama

Jenis Kelamin
Pendidikan
Jabatan

Instansi

Nama

Jenis Kelamin
Pendidikan
Pekerjaan

Status

Nama

Jenis Kelamin
Pendidikan
Pekerjaan

Status
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: Febrilia Sastramega, S.Pmt

. Perempuan

. Sarjana Pemerintahan

: Kepala Subbagian Anggaran

: DPRD Kota Bandar Lampung

: Haiti Nirwana, B.Sc.

. Perempuan

: Diplomalll Keuangan

. Kepala Subbagian Perundangan

: DPRD Kota Bandar Lampung

: Ali Imran, S.E.
: Laki-Laki
. Sarjana Ekonomi

: Wiraswasta

. Perwakilan Masyarakat

: Sri Sulastri, A.Md.
. Perempuan

: Diplomalll

: Wiraswasta

. Perwakilan Masyarakat
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B. Implementas Prinsip Transparansi Dalam Penyusunan RAPBD di Kota
Bandar Lampung
Implementasi prinsip transparansi dalam penyusunan RAPBD di Kota Bandar
Lampung dalam penelitian ini meliputi adanya penyebarluasan informasi
mengenai penyusunan RAPBD oleh pemerintah, tersedianya hak masyarakat
terhadap akses informasi mengenai penyusunan RAPBD, diciptakannya suatu
forum untuk mengakomodas kepentingan masyarakat untuk menyampaikan
informasi  mengenai mengenai  penyusunan RAPBD dan terakomodasi
kepentingan masyarakat dalam penyusunan RAPBD.
1. Adanya Penyebarluasan Informasi Mengenai Penyusunan RAPBD oleh
Pemerintah
Adanya penyebarluasan informasi mengenai penyusunan RAPBD oleh
pemerintah. Penyebarluasan informasi dalam hal ini pemerintah menggunakan
berbagai saluran berupa media cetak, media elektronik dan bagian hubungan
masyarakat pemerintahan bahwa akan dilaksanakan proses penyusunan RAPBD,

sehingga masyarakat |uas mengetahui hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riska Julaidi selaku Kepala Sub Bidang
Anggaran BPKAD Pemerintah Kota Bandar Lampung maka diketahui:

“Pemerintah Kota Bandar menyebarluaskan informasi mengenal
penyusunan RAPBD melalui berbagai saluran berupa media cetak, media
elektronik dan bagian hubungan masyarakat pemerintahan sebagai wujud
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, bertanggung jawab dan
mampu memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, termasuk dalam bidang anggaran publik” (Hasil
wawancara, Selasa 29 November 2011. Pukul 13.30 - 14.30 WIB).
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Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi mengenai
penyusunan RAPBD oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan
konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa Informasi
Publik adalah informasi yang dihasilkan, dismpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan
publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi mengenai penyusunann RAPBD
dalam ha ini merupakan salah informasi publik, karena menyangkut keuangan

daerah yang pada dasarnya adalah milik publik di era otonomi daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah yang mengubah sistem pemerintahan di daerah dengan
penguatan sistem desentralisasi  (otonomi daerah). Perubahan ini  merupakan
implementass  Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang
mengamanatkan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Implikasinya adalah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah
untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup
seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar
negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter fiskal nasional dan agama
yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara spesifik urusan wajib yang menjadi
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kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan 14, yang telah diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provingi,
dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan
pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah tersebut,

Pemerintah Daerah memerlukan perangkat Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Wilson selaku Kepala Bidang Anggaran, maka diketahui bahwa:

“Pemerintah Kota Bandar Lampung berusaha mengembangkan dan
meningkatkan perannya dalam pembangunan di segala bidang. Dalam
rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyeenggaraan
pemerintahan, baik melalui administrator pemerintah pembangunan, serta
pelayanan pada masyarakat sekaligus sebagal upaya peningkatan stabilitas
politik dan kesatuan bangsa” (Hasil wawancara, Selasa 29 November
2011. Pukul 13.30 - 14.30 WIB).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa otonomi daerah yang nyata dan
bertanggung jawab merupakan amanat yang mesti dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya oleh Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,
Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan beberapa prinsip seperti
keterbukaan, yang dilaksanakan dengan upaya menumbuhkan iklim yang kondusif
bagi terlaksananya asas desentralisasi dan transparansi, menjunjung tinggi hak-
hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup layak, hak akan rasa aman dan
nyaman, persamaan kedudukan dalam hukum, dan lain-lain, memberikan

informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.
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Prinsip transparasi anggaran dilaksanakan dengan mengupayakan prosedur dan
mekanisme kerja yang jelas, tepat dan benar, yang diatur dalam perundang-
undangan, dengan mengutamakan pelayanan masyarakat, mempertanggung
jawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat
umum dan memberikan sanks yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum.
Prinsip profesionalitas dilaksanakan dengan mengupayakan sumber daya manusia
aparatur yang memiliki profesionalitas dan kapabilitas yang memadai, netral serta
didukung dengan etika dan moral sesuai dengan budaya bangsa Indonesia,
menumbuh kembangkan kemampuan kompetensi dan kode etik sesuai Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku, memodernisasi administrasi negara dengan

mengaplikasikan teknologi telekomunikasi dan informatika yang tepat guna.

Menurut Keterangan Wilson, selaku Kepala Bidang Anggaran Pemerintah Kota
Bandar Lampung Pemerintah Kota Bandar Lampung:
“Sehubungan dengan penyebarluasan informasi tersebut pemerintah
berupaya semaksimal mungkin mewujudkan pemerintahan yang baik
kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah yang profesional,
produktif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat” (Hasil wawancara, Selasa 29
November 2011. Pukul 13.30 - 14.30 WIB).
Penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan penyusunan RAPBD oleh
pemerintah Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan
sebagal berikut:
a. Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara).
Upaya menyosialisasikan Proses penyusunan RAPBD kepada masyarakat

luas, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menempuh upaya dalam

menjaring aspirasi dan partisipasi masyarakat luas dengan menyelenggarakan
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Program Penjaringan Aspiras Masyarakat (Jaring Asmara). Selama tahun
2010 telah diselenggarakan dua kali Program Jaring Asmara yaitu pada bulan
Februari dan Maret 2010. Progam ini dilakukan untuk menjaring aspirasi
masyarakat di seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung terkait dengan
penyusunan RAPBD.
b. Penggunaan Media Massa

Pemerintah Kota Bandar Lampung menyebar luaskan informasi mengenai
Penyusunan RAPBD pada surat kabar dan radio. Upaya ini ditempuh dengan
tujuan agar informasi mengenai penyusunan RAPBD dapat diterima
masyarakat secara luas dan masyarakat dapat merespon serta memberikan
aspirasi mereka kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Surat kabar yang
digunakan dalam penyampaian RAPBD ini adalah Harian Radar Lampung dan
Lampung Post, sementara itu media radio yang digunakan adalah RRI Bandar
Lampung. Materi yang disampaikan adalah pos-pos anggaran belanja rutin

dan belanja pegawai dalam RAPBD Kota Bandar Lampung.

Menurut penjelasan Ali Imron selaku perwakilan masyarakat maka diperoleh
penjelasan sebagai berikut:

“Dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, maka transparansi
mengenal anggaran sangat diharapkan dari pemerintah daerah maupun
DPRD sebagai wujud dari pertanggungjawaban publik. Pemerintah dan
DPRD harus transparan dalam hal anggaran, karena pada dasarnya
anggaran adalah milik rakyat” (Hasil wawancara, Senin 21 November
2011. Pukul 10.00 - 11.00 WIB).

Penjelasan perwakilan masyarakat tersebut pada dasarnya menunjukkan tuntutan

masyarakat akan suatu sistem pemerintahan yang baik (good governance), yaitu



sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyel enggaraan pemerintahan
daerah yang efisien dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara
pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam kerangka otonomi daerah. Hal
ini sesual dengan maksud pemberian otonomi daerah adalah untuk pembangunan
dalam arti luas yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, di mana dalam
pel aksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman daerah dalam

kerangka Negara K esatuan Republik Indonesia.

Menurut penjelasan Sri Sulastri selaku perwakilan masyarakat maka diperoleh
penjelasan sebagal berikut:
“Keterbukaan anggaran oleh pemerintah daerah merupakan langkah yang
tepat, mengingat sudah sekian lama masyarakat selau dihadapkan pada
anggaran yang tertutup, apalagi sekarang sudah zamannya keterbukaan
dan transparansi” (Hasil wawancara, Senin 21 November 2011. Pukul
10.00 - 11.00 WIB).
Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa penyebaran luasan informasi
yang berkaitan dengan penyusunan RAPBD merupakan suatu perwujudan
transparansi, yaitu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang

untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan,

proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Trangparansi menuntut usaha kongkrit dari pemerintah untuk membuka dan
menyebarluaskan informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi
harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun
informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Dengan kata lain

transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil
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oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik
antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin
kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

2. Tersedianya Hak Masyarakat Terhadap Akses Informasi Mengenai

Penyusunan RAPBD

Tersedianya hak masyarakat terhadap akses informasi mengenai penyusunan
RAPBD maknanya adalah adanya jaminan dan kepastian bahwa masyarakat
memiliki hak untuk dapat mengakses informasi mengenai anggaran publik yang
akan disusun, karena pada dasarnya APBD yang nantinya dihasilkan merupakan
anggaran milik rakyat sehingga konsekuensinya adalah rakyat memiliki hak penuh

untuk mengakses informasi mengena anggaran tersebut.

Menurut keterangan Febrilia Sastramega selaku Kepala Subbagian Anggaran
DPRD Kota Bandar Lampung, maka diketahui:
Penerapan prinsip transparansi dalam proses penyusunan APBD Kota
Bandar Lampung berdasarkan konteks good governance memungkinkan
keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran, karena pada
dasarnya anggaran tersebut adalah milik publik yang harus dipertanggung
jawabkan secara optimal (Hasil wawancara, Rabu 30 November 2011.
Pukul 11.00 - 12.00 WIB).
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa anggaran memiliki dampak yang luas
yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun tidak jarang kalangan
tertentu dari masyarakat yang terpinggirkan karena sumberdaya ekonomi dan
kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kurang memiliki akses untuk terlibat
dalam proses penyusunan kebijakan politik termasuk penyusunan APBD. Sebagai
sebuah produk politik, anggaran merefleksikan relasi politik antara aktor yang

berkepentingan terhadap aokasi sumber daya, dengan pemerintah sebagai



56

pemegang otoritas untuk melaksanakan fungsi alokasi. Relasi kekuasaan tersebut
berpengaruh terhadap bentuk kebijakan yang dilahirkan berikut konsekuensi

anggarannya.

Asas keterbukaan terdapat dalam negara demokrasi. Hal ini mengandung makna

bahwa pemerintahan negara tetap di bawah kontrol masyarakat, salah satunya

adalah meaui keterbukaan (publicity) dalam pengambilan keputusan.

Keterbukaan dalam pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan, karena

pemerintah bertindak demi dan atas nama seluruh masyarakat, maka seluruh

masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukannya. Bukan sgja berhak

mengetahui, juga berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Hakikat pentingnya partisipas masyarakat dalam penyusunan anggaran adal ah:

a) Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik
dalam menciptakan suatu good gover nance.

b) Memastikan adanyaimplementas yang lebih efektif karena warga mengetahui
dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.

c) Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legidlatif.

d) Efisenss sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam
pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber

daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

Tersedianya hak masyarakat terhadap akses informasi mengenai penyusunan
RAPBD dalam hal ini berupa adanya hak masyarakat untuk memberikan masukan
secara lisan atau tertulis dalam rangka penyunanan RAPBD yang difasilitasi oleh

DPRD Kota Bandar Lampung, melalui bagian Humas dan Protokol.
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Pendapat di atas sesuai dengan Pasal 139 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak
memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau
pembahasan rancangan Perda. Penjelasan Pasal 139 Ayat (1) menjelaskan bahwa
hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata
Tertib DPRD. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan
RAPBD merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap
penyiapan maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap
hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga haruslah
jelas pengaturan mengenai kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak

atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan RAPBD tersebui.

Secara teknis, pelaksanaan partisipas masyarakat dalam penyusunan RAPBD
dapat dilakukan dengan memberikan masukan-masukan atau pendapat-pendapat
dalam Rapat Dengar Pendapat Umum atau rapat-rapat lainnya yang sgenis,
memberikan masukan-masukan kepada anggota DPRD pada saat melakukan
kunjungan kerja dan mengikuti seminar-seminar atau kegiatan yang sgjenis dalam
rangka melakukan pengkajian atau menindaklanjuti berbagai penelitian untuk

menyiapkan suatu Rancangan APBD.

Menurut keterangan Febrilia Sastramega selaku Kepala Subbagian Anggaran
DPRD Kota Bandar Lampung, maka diketahui:

Penampungan aspiras masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD ini,
dilaksanakan melalui Protokoler DPRD Kota Bandar Lampung.
Masyarakat atau organisasi yang mewakili masyarakat datang ke
Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dengan terlebih dahulu
mengadakan konfirmasi dengan Bagian Humas dan Protol DPRD (Hasll
wawancara, Rabu 30 November 2011. Pukul 11.00 - 12.00 WIB).
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Berdasarkan aspirasi masyarakat tersebut maka Bagian Humas dan Protol DPRD
kemudian mengatur jadwal penyelenggaraan protokoler dan penerimaan tamu
dewan. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka masyarakat atau
organisas yang mewakili masyarakat melakukan pertemuan dengan anggota
DPRD untuk menyampaikan secara langsung aspirasi dan saran yang akan mereka

sampaikan kepada DPRD.

Penjelasan di atas sesai dengan salah satu fungss DPRD yaitu menetapkan
kebijakan anggaran, Peraturan Perundang-Undangan memberi kewenangan
kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan kebijaksanaan daerah
daam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
bersama dengan Walikota Bandar Lampung. Pelaksanaannya mulai dari
perumusan rancangan naskah APBD, perubahan APBD atau perhitungan APBD.
Pada hakekatnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
merupakan penyusunan program kerja pemerintah daerah, artiinya bahwa tanpa
adanya anggaran maka pemerintah daerah tidak akan mampu melaksanakan atau
menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Untuk dapat melaksanakan fungsi
anggaran yang dimiliki oleh DPRD, maka dibentuk suatu badan yang dikenal
dengan Panitia Anggaran DPRD dengan tugas sebagaimana yang telah diuraikan
pada bab terdahulu. Pembahasan anggaran pada tahap pertama dilakukan oleh
panitia anggaran untuk dipelgari. Pendapat dan pandangan-pandangan panitia
anggaran diserahkan kepada komisi-komis untuk dibahas. Selain rapat komisi,

diadakan rapat fraksi untuk membahas rencana anggaran dari aspek politiknya.
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Anggota-anggota DPRD pada pembahasan tersebut dapat mengambil sikap

menerima atau mengamanden bagian-bagian tertentu dalam APBD, mengingat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu hal yang amat

penting, terutama bagi terlaksananya kebijakan umum pemerintah daerah.

Pentingnya anggaran ini dapat dilihat dati fungsinya, yakni:

1) Menentukan jumlah pagjak yang dibebankan kepada rakyat.

2) Merupakan sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung
jawab.

3) Memberi is dan arti pada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan
Kepala daerah pada khususnya, mengingat anggaran ini menggambarkan
seluruh kebijakan pemerintah.

4) Merupakan sarana untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dengan
cara yang paling mudah dan berdaya guna.

5) Merupakan suatu pemberian kuas kepada pimpinan eksekutif di dalam batas

kewenangannya.

Menurut penjelasan Haiti Nirwana, selaku Kepala Subbagian Perundangan maka
diperoleh penjelasan:
Prinsip transparansi anggaran ini sesuai dengan salah satu fungsi DPRD di
bidang anggaran, yaitu menyusun anggaran yang Sesuai dengan
kepentingan masyarakat, sebab DPRD pada dasarnya adalah perwakilan

masyarakat (Hasil wawancara, Rabu 30 November 2011. Pukul 11.00 -
12.00 WIB).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tersebut di atas sgalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi

kepada daerah, yatu untuk meningkatkan daya guna dan hasl guna
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penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam melaksanakan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, daerah
mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah
tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka daerah harus membiayai sendiri

kehidupan otonomi.

Fungs anggaran dalam konteks DPRD Kota Bandar Lampung merupakan salah
satu tugas, hak dan kewenangan yang dilaksanakan secara khusus oleh panitia
anggaran, maka dapatlah dikatakan bahwa badan ini lebih berfungs sebagai
pembentuk legitimasi bagi kepentingan eksekutif untuk kelancaran tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa
dalam bidang anggaran. Dalam hal ini DPRD banyak memberikan kontribusi atau
amandemen yang sipatnya prinsipil terhadap rancangan yang digukan oleh

pemerintah setiap tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Wilson, selaku Kepala Bidang Anggaran
Pemerintah Kota Bandar Lampung Pemerintah Kota Bandar Lampung
menyatakan bahwa:
“Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya semaksimal mungkin
mewujudkan pemerintahan yang baik kebijakan pembangunan diarahkan
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur
pemerintah yang profesional, produktif, efektif, efisien, transparan dan
akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.”
(Hasil wawancara, Selasa 29 November 2011. Pukul 13.30 - 14.30 WIB).
Berdasarkan penjelasan di atas maka strategi yang ditempuh untuk meningkatkan

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah dengan mengembangkan



61

kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam rangka penyelenggaraan publik

adalah sebagai berikut:

a) Ketersediaan peraturan yang memberikan jaminan bagi kegiatan usaha

b) Kesediaan masyarakat untuk berkorban jika ada kegiatan usaha baru yang
membutuhkan partisipasi masyarakat

c) Kesanggupan pihak swasta untuk menciptakan kesempatan kerja yang bersifat
lokal, dan memenuhi kewajibannya untuk kepentingan umum, seperti pajak.

d) Informasi dan komunikas agar dapat menciptakan iklim yang mendorong
tumbuhnya interaks timbal balik yang positif dan meningkatkan kualitas

peranan serta partisipasi masyarakat.

Menurut penjelasan Ali Imron sebagal perwakilan masyarakat maka diperoleh
penjelasan:

“Masyarakat pada dasarnya mengharapkan hak-hak untuk memperoleh
informasi mengenai anggaran publik dalam perancangan RAPBD ini dapat
dipenuhi oleh Pemerintah dan DPRD Kota Bandar Lampung, jika hal ini
terwujud maka dapat dikatakan anggaran tersebut benar-benar memihak
pada kepentingan masyarakat” (Hasil wawancara, Senin 21 November
2011. Pukul 10.00 - 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riska Julaidi selaku Kepala Sub Bidang

Anggaran BPKAD Pemerintah Kota Bandar Lampung maka diketahui:
“Penerapan prinsip transparansi bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung,
alasan dalam proses penyusunan RAPBD Kota Bandar Lampung adalah
untuk memaksimalkan profesionalisme kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Tentang Organisasi Perangkat Daerah” (Hasil wawancara, Selasa 29
November 2011. Pukul 13.30 - 14.30 WIB).

Sesual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah tersebut maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
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kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan
seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Hal ini
selaras dengan Pasal 128 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi

Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara K esatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebaga unsur penyelenggara pemerintahan
daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan
kelurahan. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan
peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan daerah mengatur
mengenal susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Rincian
tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Gubernur/Bupati/Walikota.



63

Menurut penjelasan Sri Sulastri sebagai perwakilan masyarakat maka diperoleh
keterangan:
“Kami sebagai bagian dari masyarakat Kota Bandar Lampung sangat
mengharapkan kinerja yang baik dari Pemerintah dan DPRD Kota untuk
menyusun anggaran yang mewakili kepentingan masyarakat” (Hasll
wawancara, Senin 21 November 2011. Pukul 10.00 - 11.00 WIB).
Terkait dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya
menciptakan kinerja aparatur pemerintahan Kota Bandar Lampung yang
profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan dengan melakukan
optimalisas dan efisiens keuangan daerah, yang bertujuan untuk pengalokasian
anggaran keuangan daerah yang efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pembangunan, terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif.
Pengalokasian anggaran SKPD sesuai dengan kebutuhan dan program prioritas
berdasarkan asas manfaat, kewagjaran dan kepatutan. Kegiatan yang dilakukan
adalah mengarahkan dan mematangkan jadwa pembahasan anggaran SKPD,
mengarahkan pembahasan anggaran masing-masing SKPD berdasarkan urutan
program prioritas, mengarahkan dan menetapkan jadwa sosidisad,
menunda/menghapus kegiatan-kegiatan yang kurang tepat sasaran, mengevaluasi
anggaran SKPD, mengendalikan anggaran pembangunan SKPD dan mengawasi

pel aksanaan penyerapan anggaran SKPD

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga melaksanakan sistem koordinasi yang
efektif antara SKPD maupun lembaga/instansi lainnya, yang bertujuan untuk
menciptakan sistem koordinasi yang efektif antar SKPD maupun instansi lainnya,
mewujudkan kesamaan perseps dalam  penyelenggaraan  pemerintah,

pembangunan dan pembinaan masyarakat, meningkatkan koordinasi yang efektif



dan efisien dan menyelenggarakan koordinasi secara rutin dan berkala. Kegiatan-
kegiatan yang dilakukan adalah menetapkan jadwa dan mengarahkan
pelaksanaan rapat antar SKPD dan atau instansi lain, mengarahkan persamaan
persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, melaporkan hasil rapat
koordinas kepada pegabat yang berwenang dan memantau implementasi hasil

rapat koordinasi.

Upaya meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah Kota Bandar Lampung
untuk kualitas kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan
dilaksanakan dengan pendidikan dan pelatihan aparatur serta pembinaan dan
pengembangan karier aparatur. Kegiatan yang lakukan adalah mengarahkan
bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, mengarahkan kreiteria penetapan
personil peserta diklat struktural dan fungsional, menetapkan dan membina
penyelenggaraan diklat, penataan personil yang di sesuaikan dengan kemampuan
dan keahliannya, pembinaan dan penjenjangan karier aparatur dalam SKPD serta
mengarahkan penataan kelembagaan sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku.

Pembinaan terhadap aparatur secara intensif dan terpadu tersebut dilakukan untuk
meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan
ketertiban dan kedisiplinan aparatur pemerintahan. Kegiatan yang dilakukan
adalah penyelenggaraan apel harian, mingguan dan bulanan, penyelenggaraan
absen harian disetiagp SKPD, meningkatkan efektifitas pengawasan melekat oleh

pimpinan pada SKPD, mengefektifkan pelaksanaan GDN, sidak terhadap
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aparatur, meningkatkan obyektifitas penilaian kinerja aparatur pemerintahan,
mengidentifikasi kualifikasi kinerja aparatur berdasarkan penilaian, pemberian

penghargaan dan sanksi berdasarkan kualifikasi hasil penilaian secara periodik

Hal lain yang dilakukan adalah melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pembinaan secara berkala kepada
aparatur pemerintah, penetapan Prosedur Operasi Standar (POS) pelayanan,
melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pelayanan, pemberian sanks kepada
aparatur yang menghambat pelayanan, penyederhanaan pelayanan kepada
masyarakat, mengkoordinir dan mengarahkan pengadaan fasilitas dan saran
layanan masyarakat, sosidisas pemanfaatan fasilitas dan sarana pelayanan
masyarakat dan memberikan pengesahan tentang pemeliharaan fasilitas dan

sarana pelayanan masyarakat.

3. Diciptakannya Suatu Forum Untuk Mengakomodas Kepentingan
M asyar akat
Diciptakannya suatu forum untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat untuk
menyampaikan informasi mengenai mengenai penyusunan RAPBD. Pemerintah
dan DPRD hendaknya menciptakan suatu forum bagi publik untuk menampung
masukan dan pendapat masyarakat mengenal perencanaan anggaran yang akan
disusun yang bernama Forum Bedah RAPBD. Berdasarkan informasi yang
disampaikan masyarakat pada forum tersebut maka para pengambil kebijakan
dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran

publik.
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Menurut keterangan Febrilia Sastramega selaku Kepala Subbagian Anggaran
DPRD Kota Bandar Lampung, maka diperoleh penjelasan:
“Penerapan prinsip transparansi dalam proses penyusunan APBD Kota
Bandar Lampung berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang
didasarkan pada hukum mengatur hubungan antara pemerintah dengan
masyarakat” (Hasil wawancara, Rabu 30 November 2011. Pukul 11.00 -
12.00 WIB).
Penerapan prinsip transparansi mengandung makna bahwa dalam kaitannya
dengan penyusunan APBD, maka Pemerintah melaksanakannya dengan berdasar
keterbukaan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Artinya
pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar
kewenangan. Penerapan prinsip ini mengandung beberapa fungsi yaitu fungsi
normatif menyangkut penormaan kekuasaan memerintah dalam upaya
mewujudkan pemerintahan yang bersih. Fungsi instrumental berarti menetapkan
instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan

memerintah. Adapun fungsi jaminan adalah fungsi untuk memberikan jaminan

perlindungan hukum bagi rakyat.

Esens penerapan prinsip transparansi dalam penyusunan APBD adalah aktualisas
dari kedaulatan rakyat. Hal ini diperluan agar kekuasaan Pemerintah Daerah tidak
absolut, sehingga perlu dikendalikan dengan cara disusun, dibagi dan dibatasi,
serta diawasi baik oleh lembaga pengawasan yang mandiri dan merdeka maupun
oleh warga masyarakat, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi
manusia. Proses penyusunan APBD pada dasarnya adalah tindakan hukum
pemerintahan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Tindakan

pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu perbuatan itu dilakukan oleh aparat
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Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Penguasa maupun sebagal alat
perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum
di bidang hukum administrasi dan perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam

rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum menentukan bahwa
tanpa dasar wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, maka
pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau
mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Penyusunan APBD
berorientas pada terciptanya pemerintahan yang bersih dan menjalankan aktifitas

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut keterangan Riska Julaidi selaku Kepala Sub Bidang Anggaran BPKAD
Pemerintah Kota Bandar Lampung maka diketahui:
“Penerapan prinsip transparansi dalam proses penyusunan APBD Kota
Bandar Lampung menuntut para pengambil kebijakan dan pelaksana
kebijakan untuk memiliki pertanggungjawaban kepada publik atau
masyarakat umum” (Hasil wawancara, Selasa 29 November 2011. Pukul
13.30 - 14.30 WIB).
Penjelasan di atas sesuai dengan hakikat APBD sebagai parameter dalam
menentukan maju atau tidaknya suatu daerah. APBD merupakan dekumen penting
bagi suatu daerah, karena dalam APBD tergambar pendapatan, sumber-sumber
pendapatan dan belanja daerah baik berupa belanja pembangunan maupun belanja

rutin, terlebih lagi diera otonomi daerah saat ini, di mana daerah dituntut kemam

puannya untuk mencari sumber-sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan yang
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ditetapkan sebagai daerah otonom, serta diberikan kewenangan untuk
membelanjakan pendapatan tersebut secara baik dan benar sesuai dengan

kebutuhan yang terdapat dalam masyarakat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah berimplikas bahwa pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk
mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai  dengan
prioritas dan preferensi daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada perubahan pola pertanggung
jawaban daerah atas pengalokasian dana yang telah dimiliki. Penyelenggaraan
otonomi daerah diimbangi dengan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-
sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah

masing-masing.

Pemerintahan daerah diharapkan dapat melakukan optimalisas belanja yang
dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesgahteraan
masyarakat. Perangkat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan
pengetahuan yang memada dalam perencanaan dan perumusan kebijakan
strategis daerah, termasuk proses dan pengal okasian anggaran belanja daerah agar
pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan oleh pemerintah daerah dapat berjalan
secara efisien dan efektif. Otonomi daerah membawa implikas bahwa
penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayal
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di sis lain
pembiayaan pembangunan secara bertahap akan menjadi beban pemerintah

daerah. Keadaan ini akan semakin memperkuat tekanan internal kepada keuangan
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daerah karena peranan sumbangan dan bantuan pusat dalam pembiayaan
pembangunan daerah akan semakin kecil. Bantuan pusat dalam pembiayaan
pembangunan hanya akan diberikan untuk menunjang pengeluaran pemerintah,
khususnya untuk belanja pegawai dan program-program pembangunan yang

hendak dicapai.

Menurut penjelasan Ali Imron sebagal perwakilan masyarakat maka diperoleh
penjelasan:
“Harus ada iktikad yang baik dari Pemerintah dan DPRD Kota Bandar
Lampung untuk melibatkan peran serta masyarakat secara aktif pada
proses penyusunan RAPBD, berbaga forum sumbang saran dan disks
harus diciptakan demi kepentingan masyarakat” (Hasil wawancara, Senin
21 November 2011. Pukul 10.00 - 11.00 WIB).
Seiring dengan otonomi daerah perspektif perubahan yang diinginkan dalam
pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan
pemerintah daerah di antaranya adalah harus bertumpu pada kepentingan publik
(public oriented), keelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya dan anggaran daerah pada khususnya dan desentralisasi pengelolaan
keuangan dan kegelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan

anggaran seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah

lain serta masyarakat.

Menurut keterangan Haiti Nirwana selaku Kepala Sub Bagian Perundangan
DPRD KotaBandar Lampung maka diketahui:

Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan dan kemampuan
untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan
menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Hasil wawancara, Selasa 29
November 2011. Pukul 13.30 - 14.30 WIB).
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Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ketergantungan kepada bantuan pusat
harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Adli Daerah (PAD) harus
menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan
keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem
pemerintahan negara. Kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan
sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang bersumber dari Pgjak Daerah, Retribusi

Daerah, Perusahaan Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Hal ini sesuai dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, sumber PAD terdiri dari hasil pgak daerah, hasil retribus
daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam
kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan,
menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi
daerah, PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk
mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin
besar PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan

daerah kepada pusat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat dinyatakan beberapa hal yang

fundamental yang terdapat dalam APBD yaitu:

1) Pemerintah daerah mempunyai kegiatan yang merupakan tugas dan kewajiban
pemerintah daerah, untuk membangun ekonomi, sosial budaya daerah, guna

menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera.



71

2) Tugas yang merupakan kewagjiban tersebut harus dilaksanakan secara
terencana sistimatis, sistimik dan dianggarkan secara prosudaral.

3) Sistimatis adalah perencanaan tersebut harus dilakukan secara
komprehensif,dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam
ketentuan-ketentuan yang berlaku.

4) Rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibahas bersama-
sama DPRD, sebagaimana yang telah digariskan dalam perundang-undangan

yang berlaku sehingga akan menjadi kesepakatan bersama.

Menurut penjelasan Sri Sulastri sebagai perwakilan masyarakat maka diperoleh
keterangan:
“Penyusunan RAPBD harus mampu mewakili kepentingan publik, APBD
seharusnya dapat menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik
dan sgahtera, karena pemerintahan diselenggarakan dengan menggunakan
uang rakyat” (Hasil wawancara, Senin 21 November 2011. Pukul 10.00 -
11.00 WIB).
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya sangat
mengharapkan dalam penyusunan APBD dapat merubah kehidupan masyarakat
yang lebih baik. Karena harapan masyarakat begitu besar terhadap APBD maka
dalam penyusunan APBD harus dilakukan evaluasi terhadap APBD sebelumnya
serta memahami dinamika masyarakat secara kompre hensif. Dengan demikian
setigp rupiah yang dibelanjakan harus betul-betul mempunyai makna bagi
kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat

secara langsung bagi masyarakat dimaksudkan adalah belanja pebangunan yang

secaralangsung dirasakan oleh masyarakat dari hasil-hasil pembangunan itu.
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Manfaat secara tidak langsung dimaksudkan adalah belanja rutin atau belanja
perjaanan dinas, atau studi banding yang dilakukan oleh legidatif. Baik belanja
rutin maupun perjalanan dinas pada hakekatnya akan bermuara pada kepentingan
masyarakat dalam memberikan pelayanan publik, maupun dalam menyusun suatu
kebijakan-kebijakan untuk menentukan arah atau kebijakan bagi pembangunan,
jika hal tersebut dilakukan secara benar, bukan perjaanan dinas fiktif, atau
perjaanan dinas tidak terprogram dengan baik. Dengan demikian dapat
ditegaskan perjalan dinas atau studi banding akan bermanfaat bagi rakyat jika ada

sikap yang jelas atas hasil kegiatan tersebut.

Poses penyusunan APBD terutama pada sektor belanja pembangunan hendaknya
dilakukkan secara botton up artinya semua komponen dalam masyarakat, terutama
kepala-kepala kelurahan dimintai usulan-usulan pembangunan dari kelurahan
masing—-masing yang selanjutnya dilakukan rapat koordinasi atau musrenbang
tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota, bahkan tingkat provinsi dan
pusat untuk menentukan prioritas-prioritas yang harus dilakukan dalam
pembangunan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Sehingga
pembangunan menjadi kehendak masyarakat bukan kehendak peabat yang

mempunyai otoritas dalam penyusunan anggaran daerah.

Pembangunan sebagal proses yang berkesinambungan akan dapat berjalan dengan
baik serta manfaat pembangunan betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat, jika
proses dan hasil hasil rakorbang dilakukan secara benar. Di samping perlu adanya
koordinasi serta dilakukan secara buttom up juga harus dilakukan koordinasi

dengan pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota, untuk menentukan
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sektor-sektor pembangunan yang masuk dalam sekala prioritas pembangunan
pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan kota, dengan demikian tidak akan
terjadi over lapping anggaran, baik anggaran dekonsentrasi, APBD propinsi
maupun APBD kabupaten/kota. Sehingga diharapkan coverage development akan

semakin besar.

Menurut keterangan Haiti Nirwana selaku Kepala Sub Bagian Perundangan

DPRD Kota Bandar Lampung maka diketahui:
“Prinsip transparansi dalam proses penyusunan APBD merupakan suatu
hal yang sangat strategis, balk ditinjau dari aspek perencanaan
pembangunan maupun dari aspek dekomentasi guna melakukan evaluasi
atas kemajuan daerah serta dapat dijadikan sebagai barometer kesuksesan
kinerja kepala daerah” (Hasil wawancara, Rabu 30 November 2011. Pukul
11.00 - 12.00 WIB).

Penjelasan di atas mengandung makna bahwa prinsip transparansi berarti apabila

APBD dilakukan secara benar sebagai mana yang diamanahkan oleh perundang-

undangan yang berlaku maka peranan APBD sangat besar dalam rangka

menseg ahterakan masyarakat.

Secara teknis, forum yang disediakan oleh DPRD untuk mengakomodasi
kepentingan masyarakat dalam proses penyusunan RAPBD di Kota Bandar
Lampung ini, dilaksanakan dengan cara:
a. Melalui Protokoler
Upaya menampung aspirasi masyarakat dalam hal ini, dilakukan dengan cara
masyarakat atau organisasi yang mewakili masyarakat datang ke Sekretariat
DPRD Kota Bandar Lampung dengan terlebih dahulu mengadakan konfirmasi

dengan Bagian Humas dan Protol DPRD. Bagian Humas dan Protol DPRD
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inilah yang kemudian mengatur jadwa penyelenggaraan protokoler dan
penerimaan tamu dewan. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka
masyarakat atau organisasi yang mewakili masyarakat melakukan pertemuan
dengan anggota DPRD untuk menyampaikan secara langsung aspirasi dan
saran yang akan mereka sampaikan kepada DPRD. Selain menyampaikan
secara langsung, masyarakat juga menyampaikan point-point permasalahan
dan aspirasi secara tertulis untuk dipelgari secara lebih mendalam oleh
anggota dewan. Berdasarkan data dokumentasi maka diketahui bahwa selama
tahun anggaran terdapat tiga kali penyampaian aspiras masyarakat melalui

Protokoler dalam rangka penyusunan RAPBD.

. Méalui Sub Bagian Humas dan Dokumentasi DPRD

Upaya menampung aspirasi masyarakat dalam hal ini, dilakukan pelaksanaan

tugas Sub Bagian Humas pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, di

mana Sub Bagian Humas memiliki tugas di antaranya adal ah:

(1) Mengumpulkan bahan-bahan pemberitaan (publikasi) atas kegiatan DPRD
Kota Bandar Lampung dan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung.

(2) Menampung aspirasi dan pendapat umum untuk disampaikan kepada
pimpinan DPRD dalam rangka mengambil kebijakan DPRD

(3) Mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan DPRD dan
Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung.

Sesuali dengan tugas di atas maka Sub Bagian Humas memiliki tanggung

jawab untuk menerima dan menampung aspirasi masyarakat atau organisasi

kemasyarakatan lain yang hendak menyampaikan masukan dan sarannya
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tetapi tidak melalui jalur protokoler kepada DPRD terkait dengan proses
penyusunan RAPBD. Selain itu Sub Bagian Dokumentasi mengumpulkan
aspiras masyarakat terkait dengan Proses penyusunan RAPBD yang terdapat
pada berbagai media cetak yang ada di Propins Lampung, yang biasanya

disampaikan melalui kolom surat pembaca.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui bahwa DPRD Kota Bandar
Lampung berkewgjiban untuk menampung berbagai masukan dan saran yang
diberikan oleh masyarakat terkait dengan penyusunan RAPBD, baik yang
disampaikan secara pribadi maupun secara kel embagaan atau organisasi. Masukan
dan saran yang disampaikan tersebut biasanya berkaitan dengan kepentingan
masyarakat, oleh karena itu DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat harus mau
menampung berbagal aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. DPRD
Kota Bandar Lampung memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada
masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi terkait dengan penyusunan

Penyusunan RAPBD, baik disampaikan secara lisan atau tertulis kepada DPRD.

Uraian di atas menunjukkan bahwa DPRD Kota Bandar Lampung telah
melaksanakan amanat Pasa 40 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan
sebagal unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya pada Pasal 41

dinyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

tugas dan wewenang DPRD adalah sebagai berikut:
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4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat

persetujuan bersama;

Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan
kepala daerah;
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan

perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan
pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan
kerjasamainternasional di daerah;

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala
daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi
dan kepada Menteri Daam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD
kabupaten/kota;

Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil
kepala daerah;

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap
rencana perjanjian internasiona di daerah;

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sana internasional yang
dilakukan oleh pemerintah daerah;

Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;  membentuk panitia pengawas
pemilihan kepala daerah;

Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah;
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10) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan

pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Menurut Pasal 45 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-
undangan;

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyel enggaraan, pemerintahan
daerah;

c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat;

f.  Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan
golongan.

g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota
DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah
pemilihannya.

h. Mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;

i.  Menjaganormadan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.
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4. Terakomodas Kepentingan Masyarakat dalam Penyusunan RAPBD

Terakomodasi kepentingan masyarakat dalam penyusunan RAPBD maksudnya
adalah informasi dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dapat diterima dan
menjadi bahan masukan bagi DPRD dan Pemerintah Kota Bandar Lampung
dalam membahas RAPBD. Penyusunan anggaran publik dalam hal ini memenuhi
unsur pemenuhan kebutuhan publik, sehingga penyusunannya harus mampu
mengakomodasi informasi, masukan dan saran yang disampaikan oleh publik

sebagai tanggungjawab untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas.

Menurut keterangan Riska Julaidi selaku Kepala Sub Bidang Anggaran BPKAD
Pemerintah Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa:
“Penerapan prinsip tranparansi dalam proses penyusunan APBD Kota
Bandar Lampung berdasarkan konteks good governance diwujudkan
dalam kebebasan aliran informasi. Dalam kaitanya dengan penyusunan
anggaran, proses penyusunan kelembagaan yang terkait dan anggaran yang
tersusun harus disediakan dalam bentuk yang memadai dan mudah
dimengerti’ (Hasil wawancara, Selasa 29 November 2011. Pukul 13.30 -
14.30 WIB).
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada hakekatnya, anggaran bersumber dari
rakyat dan menjadi instrumen penting dalam menggerakkan roda pembangunan.
Terutama dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesegahteraan masyarakat.
artinya, segala sesuatu menyangkut pembangunan tidak terlepas dari peran dan
fungsi anggaran. Instrumen utama untuk mengukur komitmen pemerintah kepada
masyarakat, salah satunya diukur dengan segauhmana proses penganggaran
dilakukan secara transparan, akuntabel dan yang lebih penting lagi, aokasi
anggaran harus dapat menjawab problem riil masyarakat, seperti pemberian kredit

lunak kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah,
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penyederhanaan birokrasi dalam penerbitan KTP Elektronik dan rehabilitasi

pemukiman kumuh di pinggiran Kota Bandar Lampung.

Menurut keterangan Haiti Nirwana selaku Kepala Sub Bagian Perundangan
DPRD Kota Bandar Lampung maka diketahui:
“APBD sebagai anggaran publik ketika hendak disusun harus dapat
menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
Meliputi tujuan, sasaran dan sumber pendanaan pada setiap jenis/objek
belanja dan menarik korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan
dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dianggarkan. Setiap
pengguna anggaran harus dapat bertanggung jawab terhadap penggunaan
sumber daya yang dikelola untuk mencapal hasil yang ditetapkan” (Hasil
wawancara, Rabu 30 November 2011. Pukul 11.00 - 12.00 WIB).
Penjelasan di atas menunjukkan pentingnya transparansi anggaran bagi
pelaksanaan fungsi pemerintahan dan menjalankan mandat dari rakyat. Hal ini
sesuai dengan pendapat Meutia Gani dan Rochman (2000: 7), transparansi yakni
adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan dan yang dimaksud dengan informasi
adalah informasi mengenai setigp aspek kebijakan pemerintah yang dapat
dijangkau oleh publik. Keterbukaan informas diharapkan akan menghasilkan
persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada
preferensi publik. Prinsip ini memiliki dua aspek, yaitu (1) penyebarluasan
informasi mengenal  keuangan publik oleh pemerintah, (2) tersedianya hak
masyarakat terhadap akses informasi, (3) adanya forum untuk mengakomodasi
kepentingan masyarakat untuk menyampaikan informasi mengena keuangan
publik (4) akomodasi kepentingan masyarakat dalam penyusunan anggaran

publik. Hal-hal tersebut menuntut pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya,

sebagai titik awal yang baik dari pelaksanaan transparansi.
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Menurut penjelasan Sri Sulastri sebagai perwakilan masyarakat maka diperoleh
keterangan:
“Masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat dalam
penyusunan RAPBD harus diakomodasi dan disuarakan oleh DPRD dan
Pemerintah Kota Bandar Lampung, sebab APBD pada dasarnya adalah

kepentingan rakyat” (Hasil wawancara, Senin 21 November 2011. Pukul
10.00 - 11.00 WIB).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa transparansi dalam penyusunan RAPBD
menunjukkan adanya informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh
masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap
jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan

hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan

Menurut penjelasan Ali Imron sebagai perwakilan masyarakat maka diperoleh
keterangan:
“Bagaimanapun DPRD dan Pemerintah Kota Bandar Lampung harus
mewakili kepentingan masyarakat, transparansi anggaran ini penting untk
meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah Kota dan DPRD

Kota Bandar Lampung” (Hasil wawancara, Senin 21 November 2011.
Pukul 10.00 - 11.00 WIB).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus
bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak sgaterlihat pada besarnya porsi
pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada
besarnya partisipass masyarakat dan DPRD dalam tahap perencanaan,

pel aksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

Penyusunan RAPBD oleh Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bandar Lampung
harus selaras dengan kebijakan penyusunan APBD yaitu memuat komponen-

komponen sebagai berikut:
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a. Pendapatan Daerah

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah harus memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

1)

2)

3)

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas
umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebaga hak
pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh daerah.

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto,
mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak
boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka
menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian
pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secararasional yang

dapat dicapa untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah terdiri dari:

1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Daam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok
Pendapatan Adli Daerah agar ditetapkan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan
asums pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap
masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian
obyek penerimaan.

b) Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, agar tidak

menetapkan kebijakan pemerintahan daerah yang memberatkan dunia
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usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah
dapat ditempuh melaui penyederhanaan sistem dan prosedur
administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan
ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan
pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan adli
daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiens yang diikuti dengan
peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
Dalam rangka pemungutan pagjak daerah dapat diberikan biaya
pemungutan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari reaisas
penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas
penyertaan modal atau investasi lainnya yang dapat ditempuh melalui
inventarisas dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah
yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai
penyertaan modal (investas daerah). Jumlah rencana penerimaan dari
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya
rasiona dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan.
Daam upaya peningkatan PAD pemerintah daerah supaya
mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum
dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak
ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan moda dan

kerjasama pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.
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Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari
penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang
dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain
sebagal akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta
penerimaan dari hasil penggunaan kekayaaan daerah merupakan

PAD.

2) Dana Perimbangan

Sambil menunggu penetapan pagu Dana Perimbangan Tahun Anggaran

Berjalan, pemerintah daerah dapat menggunakan pagu definitif Dana

Perimbangan Tahun Anggaran Sebelumnya. Untuk penyesuaian pagu

definitif Dana Perimbangan Tahun Anggaran Berjalan ditampung di

dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran Berjalan.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Y ang Sah

a)

b)

Dana darurat yang diterima dari pemerintah dalam rangka
penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

Hibah yang diterima dalam bentuk uang harus dianggarkan dalam
APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah
daerah dan pemberi hibah.

Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga
tertentu/perorangan atau  pihak ketiga, yang tidak mempunyal
konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak

ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.



d) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana

f)

penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain
pendapatan daerah yang sah.

Dana bagi hasl paak dari provins yang diterima oleh
Kabupaten/K ota merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Penganggaran dana alokas umum, dana bagi hasil, hibah, dana
darurat, dan sumbangan pihak ketiga, supaya dianggarkan pada
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Bagi daerah
yang belum membentuk SKPKD dianggarkan pada SKPD Sekretariat

Daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD, supaya mempedomani hal-hal

sebagai berikut :

1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan

2)

3)

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewagjiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestas kerja yang

berorientas pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal
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tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisens penggunaan

anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungs Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam

rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung
jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh
setigp Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan
peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan

sebagal berikut:

a) Penerimaan dana bagi hasil pajak supaya diprioritaskan untuk
mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di
perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;

b) Penerimaan dana bagi hasil sumber daya adam agar diutamakan
pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal
pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas
sosia, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya
standar pelayanan minima yang ditetapkan peraturan perundang-
undangan;

c) Danaaokas umum agar ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja
pegawa negeri sSipil daerah dan urusan wagib dalam rangka

peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
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d) Danaaokas khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk
mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi
urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan
dan lain-lain sesua dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh
menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan reboisasi hutan dan
lahan, Pemerintah Daerah supaya mengalokasikan dana yang
bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)
Reboisasi, meliputi reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan
tanaman, serta pembuatan bangunan konservasi tanah secara vegetatif
dan sipil teknis padalahan kritis dan tidak produktif.

f) DAK-DR dan DBH-SDA-DR yang diterima daerah pada tahun
sebelumnya yang belum dimanfaatkan, dalam APBD Tahun Anggaran
Berjaan supaya digunakan untuk kegiatan dalam lingkup tersebut di
atas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

6) BelanjaPegawai.

a) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawa Negeri Sipil
Daerah (PNSD) agar mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan
Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Ggji Pegawai Negeri Sipil;

b) Penganggaran ggji dan tunjangan ketiga belas PNSD dan tunjangan
jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawa Negeri Sipil
Daerah (CPNSD), pemerintah daerah dapat menganggarkan dalam
APBD sesuai dengan jumlah CPNSD dan formas pegawa tahun
2008;

Dalam rangka peningkatan kesgahteraan dan produktivitas PNSD,
khususnya bagi PNSD yang tidak menerima tunjangan jabatan
struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan
dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan.
Besarnya Tunjangan Umum dimaksud agar berpedoman pada
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Penyediaan dana penyel enggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan
pada APBD agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2003 tentang Subsidi dan luran Pemerintah Dalam
Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawal Negeri Sipil dan
Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/V1/2004 Nomor
155 A Tahun 2004 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan bagi Peserta
PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di
Rumah Sakit Dagerah;

Daam merencanakan belanja pegawai supaya diperhitungkan “accres”
gai paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk

mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,
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tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawa akibat adanya
mutasi;

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005, kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan
tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan
dengan keputusan kepala daerah setelah memperoleh persetujuan
DPRD. Pemberian tambahan penghasilan diberikan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat
bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, yang ditetapkan;

PNSD yang diperbantukan pada BUMD, BUMN, atau unit usaha
lainnya, pembayaran gaji dan penghasilan lainnya menjadi beban
BUMN, BUMD, atau unit usaha yang bersangkutan;

Sesuali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil,
Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengangkat pegawai honorer/
pegawal harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi
pegawal honorer/pegawal harian lepas/pegawai tidak tetap yang sudah
ada dianggarkan menyatu dengan program dan kegiatan yang
melibatkan pegawai dimaksud yang besarnya ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah dengan memperhatikan asas kepatutan dan
kewagjaran;

Pemberian honorarium bagi PNSD supaya dibatasi dengan

mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewgaran serta
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pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarannya ditetapkan

dalam keputusan kepala daerah.

7) BelanjaBarang dan Jasa

a)

b)

d)

Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis agar
disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka mel aksanakan tugas
dan fungs  Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan
mempertimbangkan jumlah pegawa dan volume pekerjaan. Oleh
karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan
evaluas persediaan barang serta barang dalam pemakaian;
Penganggaran pengadaan software untuk sistem informasi mangjemen
keuangan daerah dicantumkan dalam belanja barang dan jasa. Jika
software tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya, harus
dikapitalisasi menjadi aset daerah;

Daam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan
perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa agar
mengutamakan hasil produksi dalam negeri.

Daam merencanakan kebutuhan barang, pemerintah daerah supaya
menggunakan daftar inventarisasi barang milik pemerintah daerah dan
standar penggunaan barang sebagai dasar perencanaan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana K erja Pemerintah Daerah;
Penganggaran belanja untuk penggunaan energi agar mempedomani
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan

Energi;
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Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar
mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga barang dan jasa
yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah;

Belanja perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk

melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pelayanan masyarakat dianggarkan dalam jenis belanja barang dan
jasa

Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar

dibatas baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan

dilakukan secara selektif. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan
sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya
dipublikasikan kepada masyarakat;

Perjalanan dinas keluar negeri agar mempedomani :

(1) Instruks Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan
Dinas Ke Luar Negeri;

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Peabat/Pegawal di
lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan
Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop,

seminar, dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari

organisasi/lembaga tertentu di luar instansi pemerintah, supaya
dilakukan dengan sangat selektif dalam rangka penghematan dan tidak

membebani APBD;
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Standar biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8) BelanjaModd

a)

b)

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang

digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan

aset tetap lainnya, yang memiliki kriteria sebagai berikut :

(1) masamanfaatnyalebih dari 12 (dua belas) bulan;

(2) merupakan objek pemeliharaan;

(3) jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan
akuntansi.

Pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem informasi

manajemen dianggarkan pada belanjamodal.

9) BelanjaDPRD

a)

Penganggaran belanja DPRD, agar mempedomani ketentuan :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
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Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

b) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang

representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket,
tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi,
tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan
alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan
perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan
uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasi intensif bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada pos DPRD,
sedangkan belanja tunjangan kesgjahteraan, belanja penunjang
kegiatan DPRD dan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD
dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD.

Pgjak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan
Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1994 tentang Pgjak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan
yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah,
Keputusan Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor
636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pgjak Penghasilan Bagi Pejabat
Negara, Pegawal Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan

kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pgak penghasilan
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Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD
dianggarkan pada objek belanja tunjangan khusus PPh Pasal 21.

Untuk penganggaran Tunjangan Komunikas Intensif bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD dianggarkan pada kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja tunjangan komunikasi
intensif dan rincian objek belanja tunjangan komunikasi intensif
Pimpinan dan Anggota DPRD, sedangkan Belanja Penunjang
Operasiona Pimpinan DPRD dianggarkan pada kelompok belanja
tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja penunjang
operasional dan rincian objek belanja penunjang operasional Pimpinan

DPRD.

10) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

a)

b)

Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepaa Daerah
berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepaa Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

Gagji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya
penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

Biaya penunjang operasiona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula

tertulis  “*Biaya  Penunjang  Operasional Kepala Daerah
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Kabupaten/Kota’> termasuk didaamnya Biaya Penunjang
Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota’’.

d) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan
rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya
pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan belanja pakaian
dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada
kelompok belanjalangsung pos Sekretariat Daerah.

€) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil
Kepaa Daerah atau tidak dianggarkan secara terpissh dan
pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepaa
Daerah.

f) Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang
diberhentikan sementara maka pengaturan hak-hak keuangan Kepala
Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tersebut, agar mengacu pada
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 841.1/3150/SJ tanggal 12
Desember 2005 tentang Hak-hak Keuangan Kepala Daerah dan/atau
Wakil Kepala Daerah yang Diberhentikan Sementara.

11) Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana aam/bencana sosid
dan/atau  memberikan bantuan kepada daerah lain dalam rangka
penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo
anggaran yang tersedia daam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun
Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja

Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program
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dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal

sebagal berikut :

a)

b)

d)

Penyediaan kredit anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-
obatan, logistik/sandang dan pangan supaya diformulasikan kedalam
RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan
kegiatan dimaksud.

Penyediaan kredit anggaran untuk bantuan keuangan yang akan
disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana
alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.
Sambil menunggu perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan,
kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat
dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran berkenaan. Apabila penyediaan kredit anggaran untuk
kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah perubahan APBD
agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih
Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan
melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan
penanggulangan bencana aam/bencana sosia diberitahukan kepada
DPRD.

Daam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
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diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan apabila keadaan
darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah
daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.

f) Penentuan kriteria keperluan mendesak sebagaimana diamanatkan
dalam penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, yang antara lain
mencakup:

(1) Progran dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
(2) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah
dan masyarakat.
12) Belanja Subsidi

a) Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada
perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jua
produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

b) Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD
yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah.

13) BelanjaHibah
a) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang,

barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah
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lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan  organisas
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wagjib dan tidak mengikat serta tidak secara terus
menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus
digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah
perjanjian hibah daerah dan dilakukan setelah mendapat persetujuan
DPRD.

b) Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah
atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka
menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di
daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

c) Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka
menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah
kepada badan/ lembaga/organisas swasta dan/atau  kelompok
masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipas dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah.

d) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang
tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan
tetapi dibutuhkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah lainnya
dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.

14) Bantuan Sosial
a) Bantuan sosia digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan

dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan
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untuk peningkatan kesgahteraan masyarakat. Pemberian bantuan
sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun
anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Untuk optimalisasi fungss APBD sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 pengalokasian bantuan sosid tahun demi tahun harus
menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi
sebagal instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan
kesgahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial
bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan
kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh
lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/lmengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan
efisens dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat
dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya
dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu sgja.

Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan kepada partai politik
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan,
Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006, yang dianggarkan dalam

bantuan sosial.
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d) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal
99 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, organisasi
kemasyarakatan dan partai politik yang menerima bantuan dana APBD
sebagaimana tersebut pada angka 14) berkewajiban menyampaikan
laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut
kepada kepala daerah. Pengaturan mengenal tata cara pemberian
bantuan dan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD kepada
masyarakat supaya ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

15) BelanjaBagi Hasll

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang

bersumber dari pendapatan provins kepada kabupaten/kota atau

pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan

pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesual

dengan ketentuan perundang-undangan.

16) Belanja Bantuan Keuangan

a) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan
keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi
kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah
daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah
desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan
dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah dan/atau desa

penerima bantuan.
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b) Bantuan keuangan yang bersifaa umum peruntukan dan
penggunaannya  diserahkan  sepenuhnya kepada  pemerintah
daerah/pemerintah desa penerima bantuan, sedangkan bantuan
keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya
diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah/ pemerintah daerah pemberi
bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan
penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan
dan belanja desa penerima bantuan.

c) Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran, baik dalam APBD
provinsi maupun APBD kabupaten/kota, maka urusan pemerintahan
daerah yang bukan merupakan kewenangan provins atau
kabupaten/kota tidak dapat dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan pada SKPD provins atau kabupaten/kota, namun dapat
dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, bailk yang bersifat
umum maupun bersifat khusus. Bantuan keuangan tersebut disalurkan
ke kas daerah/desa yang bersangkutan.

17) BelanjaTidak Terduga
Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasaltanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan
terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya
keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosia yang tidak diperkirakan
sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah

tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.
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18) Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a) Bagi Daerah yang melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008, penyediaan anggaran untuk
kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepaa Daerah dianggarkan pada jenis belanja hibah dari pemerintah
daerah kepada KPUD.

b) Jumlah anggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepaa Daerah tersebut disesuailkan dengan
kebutuhan.

c) Format penganggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud memperhatikan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

19) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

di daerah, gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah supaya melakukan

koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana APBD

di kabupaten/kota yang berada di wilayahnya.

c. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
1) Penerimaan pembiayaan:

a) Sisalebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
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Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih
antara readlisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD
induk dianggarkan berdasarkan estimasi, dan didefinitifkan dalam
perubahah APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk
mendanai  kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum
terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan
pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun
anggaran.

Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan segumlah
dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke
rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran Berjadan
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan
dana cadangan berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Y ang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik
daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang
dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan

modal pemerintah daerah.
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d) Penerimaan Pinjaman Daerah

f)

Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintah daerah dapat
melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah,
pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan
bukan bank dan masyarakat (obligasi daerah).

Pinjaman daerah akan menambah kekayaan daerah dan merupakan
satu kesatuan siklus pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari
penganggaran dalam APBD.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua
transaks yang mengakibatkan daerah menerima sgumlah uang dari
pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah tersebut dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan
rencana penarikan pinjaman dalam Tahun Anggaran Berjdan
disesuaikan dengan perjanjian pinjaman.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk
menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan
kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
Penerimaan piutang daerah

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan
yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa

penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah,
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pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan
bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah

Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah digunakan
untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari penyertaan

modal yang diterima kembali.

2) Pengeluaran Pembiayaan :

a)

b)

Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana

yang disishkan untuk dicadangkan dalam Tahun Anggaran Berjalan

yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas

umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dan ditransfer ke rekening

dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah

tentang pembentukan dana cadangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk
menganggarkan sgjumlah dana yang akan
diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan
pihak ketiga dan/atau kepada perusshaan daerah/BUMD atau
BUMN dalam Tahun Anggaran Berjalan.

(2) Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal

dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-
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undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal
daerah pada BUMD atau BUMN berkenaan.

Investas (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud
diatas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah
daam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti
penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir
kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha
mikro dan menengah.

Investas dalam bentuk tabungan deposito pemerintah daerah yang
direncanakan dianggarkan dalam investasi (penyertaan modal)
daerah. Investasi dalam bentuk tabungan deposito dapat dilakukan

sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah.

Pembayaran Pokok Utang

Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan

sgjumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok

yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran Berjalan termasuk

tunggakan, atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam

tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati.

Pemberian Pinjaman daerah

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang

diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah

lainnya.
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€) Sisalebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)

(1) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan digunakan untuk
menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan
surplug/defisit APBD. Pembiayaan neto merupakan selisih antara
penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang

harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.

(2) Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan yang
dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran Berjalan bersifat
estimasi, berhubung jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun
lalu (SILPA) yang dicantumkan daam APBD Tahun Anggaran

Berjaan, juga masih bersifat estimasi.

(3) Daam perubahan APBD Tahun Anggaran Berjdan sisa lebih
pembiayaan anggaran tahun berjalan tersebut dianggarkan
sepenuhnya  untuk  mendanai  program  dan  Kkegiatan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga menjadi nihil.

Secara terperinci tahapan siklus anggaran daerah dalam konteks otonomi daerah
berikut ini:
1) Tahap Perencanaan dan Persiapan

Anggaran daerah direncanakan dan disigpkan dengan baik untuk mendukung

prinsip dan fungs anggaran sebagal alat perencana keuangan daerah. Dana-

dana yang berasal dari pusat terutama yang termasuk Dana Alokas Umum,
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prosedur penentuan dan pendistribusiannya harus berdasar pada sistem dan

prosedur yang jelas dan transparan serta tepat waktu.

Perencanaan pendapatan memerlukan fungsi Dinas Pendapatan Daerah
sebagal koordinator sesuai dengam peraturan yang berlaku. Berdasar
pengalaman masa lau sering salah digunakan pengertian target dengan potens,
sehingga sering terjadi efektifitas pencapaian pendapatan di atas100%.
Perencanaan pengeluaran, khususnya belanja pembangunan fungsi Bappeda
harus ditempatkan sesua dengan tugas dan wewenangnya, yaitu sebagai
perencana kegiatan bukan pelaku. Rakorbang dengan segala tahapannya
seperti Pra-rakorbang perlu direview agar sesuai dengan maksud dan tujuan
hakiki dari diadakannya Rakorbang tersebut. Demikian pula keterlibatan
dalam proses pengusulan kegiatan pembangunan betul-betul melibatkan pihak
yang kompeten ,sehingga sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan

fungsi desentralisasi betul-betul dapat berjalan.

Tahap Ratifikas

Pihak Pemerintah Daerah lebih berfungsi sebagai pihak yang mengajukan
anggaran dan DPRD lebih berfungs sebagai pihak yang menyetujui/menolak
anggaran, walaupun dapat juga menentukan anggaran. Hal ini didukung pula
oleh proses ratifikasi yang tidak perlu melibatkan pemerintah pusat. Tahap
ratifikasi dilakukan DPRD, baik pada saat anggaran dibuat dan ditetapkannya
anggaran awa (initial budget) maupun revisi anggaran sudah menunjukkan

semakin besarnya peran DPRD dalam asas desentralisasi ini.
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Tahap Implementasi

Anggaran daerah yang telah diratifikasi oleh DPRD lalu dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah. Pada tahap ini penting sekali optimalisasi peranan badan
pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat wilayah kabupaten/kota
sebagai internal auditor. Dengan fungsi yang demikian diharapkan inspektorat
kabupaten/kota dapat memonitor pelaksanaan belanja pembangunan maupun
belanja rutin mulai dari awa pelaksanaan, sehingga dapat dilakukan
pencegahan terhadap kegiatan yang akan menyimpang. Optimalisasi peran
badan pengawas ini hendaknya lebih diarahkan secara preventif guna

meluruskan kembali, apabilaterjadi kesalahan.

Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi ini secara teoritis tidak akan lepas dari tahap-
tahap sebelumnya. Pelaporan keuangan seperti perhitungan APBD oleh
Pemerintah Daerah yang diinginkan tidak hanya untuk pihak DPRD sebagai
“shareholders”, tetapi juga untuk masyarakat setempat sebagai
“stakeholders™. Agar pelaporan tersebut lebih meyakinkan, maka semestinya
dimungkinkan keterlibatan pihak yang independen dalam “menilai“ pelaporan
keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Dengan melibatkan pihak luar
yang independen diharapkan DPRD mempunyai dasar yang kuat dalam
menerima atau menolak laporan pihak eksekutif. Pelaporan ini memungkinkan
untuk menghadirkan pihak-pihak diluar anggota DPRD seperti tokoh-tokoh

masyarakat, asosiasi/LSM dan wakil perguruan tinggi.
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Sesual dengan asas desentralisasi dan otonomi yang lebih luas, maka dalam
tahap evaluasi hendaknya ada indikator kinerja yang lebih jelas, dan dapat
dimungkinkan berbeda-beda antar daerah, mengingat heterogeniotas
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sangat tinggi. Dengan demikian
evaluasi akan lebih lebih akurat, adil, dan tepat sasaran. Dengan indikator
yang berbeda maka dimungkinkan pula adanya pelaporan/
pertanggungjawaban yang berbeda, sepanjang tidak menyalahi standar
akuntansi keuangan pemerintah daerah. Untuk maksud tersebut perlu adanya
kesepakatan antara Pemerintah Daerah sebagai pelaksana anggaran daerah
dengan DPRD sebagai pihak yang mengesahkan pelaporan tentang bentuk dan
format pelaporan yang diinginkan sehingga dapat dimengerti semua pihak,

lebih akurat dan tepat sasaran.



